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',,,,BluP-#rr,SARlriili g 
,

,pasal'i!2'.,,ayat, ( 1) dan ayat (6)
reir'.i6$ fahun 2AL4 tentang
rsumber dari Anggaran
tteg ra sebagaimana telah

beberapa ir :--I€li -dengan Peraturan
ffiun,2O16,tentang Perubahan

Kedug,r$tas tah Nomor 6O Tahun
Yg11g' Bersumber dari

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Peaetapa* Uadang-Undang Darurat Nemor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 182O);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Al4 tentang Desa
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4
Nomor 7 Tambahan l*mbaran Negara Republik
Ind.onesia Nornor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tatnrrt 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 224, Tambahan

2.

3.
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SSBZ),
ssfoegaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OlS tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang eS Tahun
2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (I"embaraa Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56T9l;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun ZAZA tentang
Penetapan Perahrran Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun ZO2O tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penangganan Pandemi Corona Vir:us Disease
2OLg (COVID-l9) danlatau dalpm raagka Menghadapi
Aneamaa yang membahayakan perekonsmian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 144, Tambahan
G.mUar _g.qe Rep-ublik Iude. ne6ia. Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor g Tahun 2O2O tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Angga ,':2921 (Lernbaran N'egqra Repubtrik trndonesia
Tahuo.r?Ggo:N , T4Ii.cbahgrr Lembaralr Negara
Republik Indones

6. Perat

Tahuri-Z014

6s7O);

-43.,Tahun 20 14 tentang
Undang-Undang Nomor 6
(k$1bffan Negara Republik
Noirmr 123, ?ambahan

7.

L€rnb :,Indonesiia Nomor 5539),
r.beberapa kali terakhir

Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Femerintah Nomor 6O Tahun ZA14 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia ?ahun ZAl4 Nomor 16g,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor I
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan
Pemerintah Nomor 6O Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara {I*mbaran Negara Republik Indonesia
?ahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5S6a);



(3)

8. Peratrrran Pemerintah Nomor 12 Tahun zOLg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (I"embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 42, Tarrtbahan
Lembaran Negara Rep"ublik Indonesia No.mar 6&221;

9. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2A2O tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2021 (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AZA Nornor 2661;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 611);

l. 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2O2O
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2O2L
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor
1035h

12. P,efat*rr,an. ,Ilte.ateri-Da1aro. -Negeri Nomor 7g Tahun
2O2O tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan
Desa {Berita,,Negq4p: Republik Iadonesia Tahun 2O2O
Nomor, 14,.961;=. ",. "'," 

..'r'.,i,.:. '

13. Peratu{qt
222/PMK..OV I

14. Per ,

FA-a:^t tat}lJfl'2

,:..l{gp411g&n
Pehgelolaan

{Berita
164U!'

Barito Selatan
beafllkan Produk

Daer ii @liipaten Barito
T'ahua,- Lembaran

Cfi.,,&i*rito Selatan Nomor
I T# 2028,-'-teatailg-.-{@ n pendapatan dan
Belanja Oeenah Tahua, Arrggrr* 2A2l (Lembaran
Daerah ,Kebupaten Barito' Selatan Tahun 2OZO,
Tambahan '' t embai -,: Daerah Kabupaten Barito
Selatan Nomor 9); '

16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nornor 2L Tahun
2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barurtg/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun ZOLS Nomor 21) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 21 Tlrhun 2015 tentang
Pedoman Ta.tr- Car:a Pengadaan Barang/Jasa di Desa
{Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018
Nomor 18h

17. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun
2AJ9 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Elarito Selatan Tahun 2019
Nomor 19);

sia Tahun

Nomor
Dana Desa

2O2O Nomor

Nomor
Hukum
Selatan
Daerah
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18. kraturan Bupati Barito Selatan Nomor g4 Tahun
2O2O tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan
Hak Asat UsuI Dan Kewenarlgarl l,akal Berskala Desa
Di l(abupaten Barito Selatan (Berita Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun ZAZA Nomor B4);

19- Peraturan Bupati Barito selatan Nomor 3s rahun
2O2O tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah rahun Anggaran 2a2L {Berita Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2A2O Nomor 3S);

MEMUTUSKAfl:

Menetapkaa : PERATTIRAil BrrpATI TEtrrAilG TA?A CARA
PEHBAGIAX DAil PEilETAPA!5 RITCIAIT DA.rA DESA
SETIAP DESA TAIITTIS AIIGGARAJE aEr}l

:ri.,:r .: a:- ::: ..

::ir:... ,.'$.$!itl' .:.-., ..,
xprprru:ry

Dalam
1. Bupati,adffi
2. Daerat
3. Kantor

Selatan.

selanju _yci.=:

Negara yang
instansi vertikal

yang memperoleh
Negara untuk

Bendahara Umum
Negar61.',.tt:,, ..,,.ii-,j-.' . rt',.,,.,:';'.:,t,,,;-i,,i'

4. Diaas Sesi* pemUera"t asyarakat dan Desa
Kabupaten Barito sedtan ,f*"g sel,anjutnya disebut
DSP'MD adal ,'''Pertl#,. i'''''''Daerah yang mernbidangi
urusan pemerin bidang pemberdayaan masyarakat
dan desa yang menjadi kewenangan daerah,

5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai
wilayah kerja di ringkat Kecarrratan datam Kabupaten
Barito Selatan

Pemerintah Desa adaiah Kepala Desa dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
Badan Permusyarawatan Desa yang selanjutnya di
singkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan sccara dernokratis.

Direktorat'.
kuasa ,,: ldEi u,fnutui

.Kuasa

6.

7.

Desa adalah kesatuan
batas wilayah yang
meflgurus urusarl

masyarakat hukum yang memiliki
berwenang untuk mengatur dan

pemerintahan, kepentingan

Pasat I

8.
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masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indoneeia.

9. Dana Desa adatah dana yang krsumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Desa ya'*g ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksarlaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

1o. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan
persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi
secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster
jumlah penduduk.

1 1. Alokasi ,.t{Iq-l,3e+ , add?h,..4rkasi ,y,.q4g, diberikan kepada
Desa Tertinggar dan Desa sangat Tertinggal yang memiliki
jumlqh,pqndtauk mis,trin tlnsgi. , -'

12. Alokasi',ry;a adalah 
"rokaai v re ,aiberitan kepada

Desa,yang:. heqil penilaiffi H$erj" terbaik.
13. Alokasi F-O irla

memper

Deqa, dan tingkat
kesulitarr.

. .:r. ,,: ,:.1

14. Jumlah ffist
Selatan iaB&

Pqnrndang-Undangan
:: :,;setelah dibahas dan

Pemerintahan Desa- ,,

17. Rekening Kas umum Negara yang selanjutnya disebut
RKUN adalah rekeaing tempat peayimpana,, uaag negara
yang ditenhrkan oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara urnum Negara untuk menampung seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran
negara pada bank sentral.

18. Rekening Kas umum Daerah yang selanjutnya disebut
RKUD adalah rekening tempat an uang daerah
yang ditentukan oleh Bupati untuk mengrmpung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh peageiuaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

19. Rekening Kas Desa yang selaqiutnya direbut RKD adalah
rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa
yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk

!o,kaei,'y B ,dihitung dengan

;f penduduk Desa, angka

r Deqa Kabupaten Barito
' lj':..li -1

Mefltd Dalaffi Negeri.
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membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang
ditetapkan.

2o. surat Perrlrrintaay.r Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat
Pembuat Komitnoen yang berisi permintaan pembayaran
tagihan kepada negara.

21. surat Perintah Membayar yafig selanjutnya disingkat spM
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penguji
Surat Perintah Mernbayar untuk mencairkan dana yang
bersumber dari Daftar Isian p.elaksanaan Anggaran.

22. Stxat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
disingkat sP2D adalah surat perintah yang diterbitkan
oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku
Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan
pengeluaran atas beban Anggaran pendapatan dan
BelqpiaNeg.qra,ber.dasqrka{lS.-uretPer-rntahMembayar.

23. Banhran Langsung T\rnai Desa yang selanjutnya
disingkat,BLT Dqga .adalah,pgmbe ian:uang tunai kepada
keluarga miskin atau UAa* marnpu di Desa yang:: :: :.,bersum,be#l D sd menguraagi dannpak
ekonomi, ad ,pend"*i'...d-;# A;; Disease
2}tg (covlD-lg}. .., - i',,,,

{u

{2t

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:
a. Tata, caraperhitungan pembagiafldan penetapan;
b. Penyaluran Dana Desa;

Prioritas Penggunaan Dana Desa;
Pelapor'an dan Pertanggungiawaban;
Pemantauan dan Evaluasi; dan
Sanksi.

c.
d.
e.

f.
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BAB II
PEITETAPAI5 DAIT RII{CIAIT DASA DESA

hsal4
Jumlah atau besaras Dana Desa Kabupatea Ba-rito
selatan Tahun Anggaran zo2l adalah sebesar
Rp 87.391.541.OOO,- {Delapan httuh rujuh Miligar Tiga
Ratus sembilart hiluh satu Jttto Limn Rottts Empat puluh
Satu Ribu Rtryio,?q

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Barito
selatan Tahun Anggaran 2o2l diarokasikan secara
merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi;
c. Alokasi KinerJa; dan
d. Alqkasi.., r, ,,Foqpql? .,. . , y4eg.. dihitung dengan

(3) Datarn^..' hal,..t6.4"O"t b- ,. kebijakan anggaran dan
Desa..,dari Pemeriatah maka

telah ditetapkan dalam
de-hgan :mekanisme dan

aU!44j , angka kemiskinan,
luas wilayah, dan indeks iiesulitan geografis setiap
DgSa" ' :. ,,,,,'...1: f,,' .';t. . ' -..i.,. 

- I :,

.. !:::, :- :r

, B,qAa. Desa sebagaimana
wpjib.'' ditindaklanjuti oleh

Alokasi Dasar settapti*
4 ayat {21 huruf a,' dite k

dimaksud dalam Pasal
berdasarkan klaster jumlah

penduduk pada setiap desa.'

Pqsel 6

(U Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasatr 4 ayat {2} huruf b diberikan kepada Desa
Tertinggal dan Desa sangat Tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk miskin tingg.

(21 Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan
rumus :

AA Desa

Keterangan :

AA Desa

= (o,Ql x DD) I {Q x DST} + (1 x DT}}

= Alokasi Afirmasi setiap Desa



DD

DST

DT
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= pagu Dana Desa Kabupaten Barito
Selatan

= jumlah Desa sangat tertinggal yang
memiliki jumlah pendudukan rniskin
tinggr

= jumlah Desa tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk miskin tinggi

= Alokasi kineda Desa
= Pagu Dana Desa Kabupaten Barito

(1)

Pasal 7

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
ayat 2 huruf c, diberikan kepada Desa dengan kineda
terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengeloraan
dana desa, capaian keluaran (outpttt) Dana Desa, dan
capaian hasil (autcomelpembangunan Desa.

Jurnlah Desa penerima Alokasi Kineda sebanyak 11 s/o

(sebelas persen) dari 86 Desa yang ada di Kabupaten
Barit; Selatan.

, : :: Pasal 8

Penghitungan Alokasi Kineq'a setiap Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan
bobot sebagai:berilrqi.t$, ',i 

,:

a. Pengelolaan Keuangan Desa dengan bobot 2oo/o (dua puluh
persen);

b. Pengelolaan,..Dan$..o-ij$, engan bobot 2ovo (dua puluh
persen); ,,,:

c. capaian keluaran (oitputl Dana Desa dengan bobot 2so/o
(dua puluh lima persen;; dan

d' capaian ]r,ast1,.{outcornel,;psmyanpnan desa dengan bobot
35o/o (tiga ptrluh liry persen).

Pasat 9

(1) Alokasi kinerja setiap Desa dimaksud dalam pasai g
huruf a dihitung dengan rumus :

AK Desa : {0,O3 x DD}/(0,1x Jumlah Desa}
Keterangan :

AK Desa
DD

Selatan
Jumlah Desa = jumlah Desa Kabupaten Barito selatan

{21 Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dalam pasal g
huruf b dinilai dari;
a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan

pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap
toial Dana Desa dengan bobot 55% flima puluh 1ima
persen); dan

{2t
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b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara
swakelola dengan bobot 4syo (empat puluh rima
persen).

(3) capaian keluaran (autptttl Dana Desa sebagaimana dalam
Pasal 8 huruf c dinilai dari:
a. persentase realisasi penyerap€ul Data Desa dengan

bobot 50% flima puluh persen); dan
b. persentase capaian keluaran (outputl Dana Desa

dengan bobot SO% (lima puluh persen).

(4) capaian hasil {wfieomel pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8 huruf d dinilai dari:
a. perubahan skor Indeks Desa Membangun dengan

bobot 3O% (tiga puluh persen);
b- perubahan status desa Iadeks Desa Membangun

dengan bobot SOo/o (tiga puluh persen);
c. status desa Indeks Desa Membangun terakhir denganmubi'l tsepEtun' aj;66, ,'i., ,

d. pefbaitcan 3umtatr pendUd miskin Desa dengan
bobot 30% {tiga puluh persen).

i., ,tr,

Alokasi Formula .Halarn Pasal 4 ayat (21

jr+Iqleb penduduk, angkahuruf d, dihi
kemiskinan, fuss'
bersumber dari

't<eoutitan geogralis yang
,:. rwenang danlatau

lembaga yang 
l untsan, pemerintahan di

bidang statistik. l

" :';": 
':.., 

r' :- r:,.t :l'',kfSal { 1
:

Penghihrngan Alo#*.iii ,6 ori*p Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pas4g,1g, tal<tlt<an dengan menggunakan
{brmqla sebasai benht; i'

AF Desa = {0,10 xZLl + {0,40 x ZZ! + {O,2OxZ3l + (0,3O xZ4l}
x AF Kab

Keterangan:
AF Desa : Alokasi Formula setiap Desa
Zl = rasio jurnlah penduduk setiap Desa terhadap

total penduduk Desa di Kabupaten Barito
Selatan.

22 - rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa
terhadap total penduduk rniskin Desa di
Kabupaten Barito Selatan.

23 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap totar ruas
wilayah Desa di Kabupaten Barito Selatan.

7A = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa di
Kabupaten Barito Selatan.

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Barito selatan.
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BAB IU
PETYALURAIT DAITA DESA

Bagiaa Mma
Tahapaa dan Pereynratan peayraluran

Fusal 12

(1) Fenyaluran bana Desa dila}ilkan melalui
pemindahbukuan dari RKLIN ke RKD melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagairnaaa dimaksud pada ayat
(U dilalmkan melalui pemotongan Dana Desa setiap
Daerah dan peayaluran dana hasil pernotongan Dana
Desa ke RKD.

(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran
dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana
dim+}Isg4 pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat
kuasai a Desa dari Bupati.

(4) Penyaluran Dana Desa sslqgaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam 3 (nga) tahap, d.engan ketentuan:
a. tahap l,:s+ r$ar 4W,t 1ern1i*l puhih persen! dari pagu

1., 40e6
, setia$.

un ik,

dari pagu Dana Desa
kebuhrhan Dana Desa
-kCsatu sampai dengan
btl&an Januari; dan

ua-,tuk EILT Desa bulan

Ja$ ,.iud
keli4q4: paling cepat bulan
. edtrl dan paling cepat

b.
Dana Desa,seffi,Se 'dt an rincian:
L. 4OYa {empat Fduh persen} dari pagu Dana Desa

setiap Desa dikurangi kebufuhan Dana Desa
untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan
bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
keeuam sarrxpai bulan keseputuh paling eepat
bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat
masing-maeing bulan berkenaan untuk bulan
ketqiuh sampai dengan bulan keseputruh; dan

Tahap III sebes*r 2AoA (dua puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa., dengan rincian:
1.. 2Oo/o {dua puluh persen} dari pagu Dana Desa

setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa
untuk BLT Eesa bulan kesebeLas sarnpai dengan
bulan keduabelas paling cepat bulan Juni; dan

e.
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2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesebelas sampai dengan bulan keduabelas
paling cepat bulan Nopember untuk bulan
kesebelas dan paling cepat akhir bulan Nopember
untuk bulan keduabelas.

ksal 13

(1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala KppN
selaku KPA Penyaluran Dana Arokasi Khusus Fisik dan
Dana Desa menerima dokumen pers5raratan pnyaluran
dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam pasal

12 ayat (4) huruf a angka I berupa:
1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian

dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
2, Peraturea D€sa mengenai ApBDes; dan

surat'@bukfuDanaDesa.
b. tahap,Il,,sebag4rgrqgra, dimaksud data* pasal 12 ayat

{41hEryb44 t te@ar.-, ' ii,

l. lapoian realisasi pi-n -rapan dan capaian

,,feluaran Oa+a -nesa taEqq.ruiggaran sebelumnya;
dan ,,' ',,-,

2. laooran ' ,e*li*r*il ,, t'r.r.r.-r..o-o- Aan ^^^^:^-
i&*'i,,tah-ap-r,I menunjukkan rata
i$,ana i laling sedikit sebesar

terdapat kelu*g6 :penerfuna rnanfaat BLT Desa;
dan

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif
sisa Dana Desa di RKUD arttara pemerintah
Daerah dan Kepala KppN yang berasal dari:
a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2O1S sampai

dengan Tahun Anggaran ZOlg yarrg disetor
oleh Kepala Desa ke RKUD; dan

b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran
2015 sampai dengan Tahun Anggaran 20lg.

c. tahap iII sebesar sgfoagaimana dimaksud dalam pasal
12 ayat {a} huruf c angka L berupa:
1. laperan realisasi penyerapaa dan

capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap
il menunjukkan rata-rata realisaSi pehyefapan
patins sedikit sebesar g0o/o (sembilan puluh
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persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar TSyo
(tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II
yang telah tersalurkan.

2. Laporan Konvergensi pencegaha:r SLn..d,ing tingkat
Desa Tahun Anggaran sebelumaya.

Dalam hal Desa tidak melaksanakan BUr Desa Tahun
Anggaran 2O2O selama g (sembilan) bulan, selain
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf
b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa
perafuran kepala Desa mengenai tidak terdapat ealoa
keluarga penerima manfaat BLT Desa y-ang rnemenuhi
kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per
bulannya.

DrIryq &d, Bupati melakukan pErubehaft peraturan
Bupati mengenai tata cara pqqhgtqn dan penetapan
rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan
sebag4iqrn; a*n n*';;ai;; Irl iJr, " jusa
ditambahkan dokuraen persyaratan berupa peraturan

.iri ... :

tata,' cara pembagian dan

(4) Bupati',' . , t ,imenerbitkan surat
kuasa: f "r nana. Desa sebagaimana:-,:t; .:: -:.a,a ._ ,.:_..t .:.._.,:1::-:----- --*--O-.-
dimaksud pda ayat (rl huruf a angka 3 untuk seruruh
Desa, dan wajibr diearapaikan pada saat penyampaian
dokume .isri p'g.,#*tffi r*t"p I pertama kali.

' , r.l:,,(5) Capaian keluarin na dimaksud pada ayat- '- ;: :,. ,,."1..-;:11!:;i:;.;l ---- 
- i"l=:---*.-B p T_._f*.*"** lrqua la-JaL

(1) huruf b angka 2 dan huruf c angka I dihitung
.. ::_::r. .!:::.;, t.i:::.:a a:. .:i::-aa a:.::,,i,,'

i.r.4taiiata F&ntarpr"iapaian keluaran dari
seluruh kegiatan setiap Desa.

(6) Pen5rusuaan " '&p,6#.61f,@sasi penyerapan dan
capaian keluaran sebagaiarana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dilakukan sesuai
dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian
keluaran, volume keluaran, satrran keluaran, dan capaian
keluaran.

(71 Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat {61 belum memenuhi kebutuhan input data., Bupati
menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi
kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana
Desa untuk pemutakhiran.

{8) Pembahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (71 mengaeu pada peraturan yang ditetapkan oleh
Kementerian Dalam Negeri.

{9} Dokurnen persyaratan penyaluran
dan ayat (2)

(2)

(3)

sebagaimana dimaksud pada ayat {1)



(13)

disampaikan dengan surat pengantar yang
ditandatangani oleh Bupati, wakil Bupati atau pejabat
yang ditunjuk.

(10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2)
disampaikan dalam bentuk dokumen fisik {hnnioopgl
darrt / atau dokumen digitat {soficopgl .

{11} Dokumen digital (soj?op3fl sebagaimana dimaksudpada
ayat (1o) diolah melalui aplikasi online Monitoring sistem
Perbendaharaan dan Angg_aran Negara (OM SPAN).

Pasal 14

(u Dana Desa tahap I untuk kebutuhan tsLT Desa bulan
kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1,2 ayat (4) huruf a angka 2,

:.i:tr:a:_::ll:,:*,::r:i:t titl i::: ,i.:i.l:.:, ... i:.:t:t:.,: :a .

a. memenuhi perqy- ffi:,sebag a dimaksud dalam
Pasal ,12 ayat (1) huruf,ardan rnelakukan perekaman
data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan

t2 (dua belas) bulan untuk
penyd H.t,Bffi Desa bulan kesatu;

,, 
t 
.. ..,,:,

Desa' bulan kedua sampai
-masing bulan disalurkan

realisasi jumlah
biil& ,sebelumnya.

(2t Penyaluran 'Oana,'.-.t **, II untuk BLT Desa
seUag@ aksud dalam pa fe ayat t4l huruf b

(3)

angka g".6.nrk-:i -ki

Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa
sebagaimana dirnaksud dalam pasal 12 ayat (a) huruf c
angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan
keduabelas, masing-masing bulan disarurkan setelah
Bupati melakukan perekaman realisasi jumrah keluarga
penerima manfaat bulan sebelumnya"
Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (3) dilalmkan rnelalui aplikasi online
Moniteirihg sistem Perbendaharaan dan Ariggaran Negafa
(oM SPAN).

Perekaman sebagaimaaa dimaksud pada ayat (4) untuk
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggat
31 Desember.

(4)

(5)



(6)

(r4)

Jurnlah keluarga penerima manfaat ssfongaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf a raerupakan jurnlah yang
diperoleh dari redisasi jumlah keluarga penerima
manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelurnnya atau
hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT
Desa tahun berkenaan.
Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT
Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) tanpa
dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepata Desa
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT
Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal lg ayat (1)
huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan
peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi online
Monitoring slstern perbendaharaan dan Anggaran Negara
(oM .P g,t, p.s"*#..
Dul"ry hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari,

{7t

(8)

(e)

penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimasa
dimaksud pada aya$ (l) samp.i a"rrg*r, ayat (S) untuk

(10)

buian I

BLT De .

Dalam hal jumla

or. 'bulan yang belum
,,..,,,."setf,Iah melakukan

direalisasi

(11) Bupati bertanggungiawab atas kebenaran perekaman
data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat (21, ayat
(3) dan ayat (5).

hsd 15

(U Dalam rangka penyampalan dokumen
persyaratanpenyaluran sehagaimana dimaksud datam
Pasal 13 ayat (1), Kepala Desa. menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap
dan benar, dengan ketentuan:
a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai ApBDes;
b. tahap II berupa:

1- laporan realisasi peqFerapan dan capaian keluaran
Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya; dan



(2t

(15)

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahap I menunjukkan rata- rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar SO% (lima puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran
menuqiukkan paling sedikit sebesar gS% (tiga
puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang
telah disalurkan;

3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa atau
Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak
terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumuiatif
sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2OlS sampai
dengan Tahun Anggaran zOLg di RKD antara
Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa.

stunting tingkat

capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b an*a Z dan huruf c angka 1 dihitufig
berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari
seluruh kegiatan setiap Dssa.
Pen5rusunan laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran sebagairnana dinnaksud pada ayat (1)
huruf b angka 2 dan humf c angka I dilakukan sesuai
dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat
kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran , casa
pen$adaan, dart @paian keluaran.
Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud
pada ayat {41 belum memenuhi kebutuhan input data,

(3)

(4t

(s)



(6)

(1)

(16)

kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel
referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran,
Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud
pada ayat {5} mengacu pada kefthtuan yang ditetapkan
oleh Kementerian Delam Negerl

hsal 16

Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk
kebuh-lhan BLT Desa bulan kesaftr sampai dengan bulan
kelima sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (l),
Kepala Desa memenuhi ketentuan:
a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal ls

ayat (U huruf a dan menyampalkan data jumlah
keluarga penerima manfaat setiap bulan yang bertaku
selarna 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana
D,e] ,unfuk Blf,,De.sa. bular.,kesatrr, kepada Bupati;

b. Dana Desa':uatl*E,BtT'W bulen kedua sampai
dengan,bu@ ke!,!ryi :mnsiiig'nnasing bulan disalurkan

"etemii,ffi,baa .D!g,,$a *""y*piliL a"t 
-_ 

r""risasi
.iumiaiti, l manfaat bulan sebelumnya

IIt tuk:,BLT Desa bulan
IteseBuluh sebagaimana

t {2),-raasirig-masing bulan
D$,, me,r,ryampaikan data
p..qlr manfaat bulan

Penyaluran Dana Desa talrap III unhrk BLT Desa bulan
kesebela* ..Cr_"So duabelas sebagaimana
dimaksud dalam pasat t4 ayat (s), masing-masing bulan
disalurkan seGl*h,.jKe a"'besa menyampaikan data
realisasi Jumlah keluarga penerima manfaat bulan
sebelumnya kepada Bupati.
Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat b.dan kedua belas kepada
Eupati pialing lambat minggu ketiga bulan Desernber.
Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana
dimaksud pada ayat {t) huruf a merupakan iu*iln yan;
diperoleh dan realisasi jumrah keluarga penerima
manfaat Blr Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau
hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT
Desa tahun berkenaan.

Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa
men$eflai penetapan keluarga penerima rrranfaat EL;T
Desa sebagaimana rlimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)
huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan

(21

t3)

{4)

(s)

(6)



tu

(2)

07)

Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling
lambat miaggu ketiga bulan Desember.

(7) Kepala Desa bertanggungiawab atas kebenaran data
realisasi jumlah keluarga peaerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(4).

Pasal 17

Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1s ayat (i) tidak meiakukan
perekarnar, realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 sampai
dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
Sisa,-Da"ga;:,Des4 di RNUN sebqg4i4qrlq, dimaksud pada
ayat:ff|.;d '.dapati'. i lcembali pada tahun
anggaran berilmtnya.

menggunakan 
"kry 

penerimaan non anggJrErn.
,'tji','.i .,..,,.,t.,,, .. t'-.1- ' . ,."1.'i..:J.r -':,"i. t .... t.. . ., -, ..., ., :.,1, .'

Pasol f9
Penyaluran dana' ,''h*sil ' pemotongan Da-na Desa
sebagaimana dimaksud dalam pasal LZ ayat (21
dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil
pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (2).

Pejabat Pembuat Komitrnen rnelaksanakan penyaluran
dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (l) melalui penerbitan Spp.
Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud ayat (21,
Pejabat Penandatanganan sph,I menerbitkan spM untuk
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
Berdasarkan sPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
KPPN menerbitkan sp2D untuk penyaluran aana t **ii
pemotongan Dana Desa ke RKB.

(1)

(2|

1t I
tU

{2t

(3)

t4)



(5)

(6)

(71

(r8)

Penerbitan spp dan spM sebagaimana dimaksud ayat
{21 dan ayat (S} dilaksanakan pada tanggal yarrg sama
dengan Penerbitan spp dan spM sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1g ayat (1).

Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana
Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4i,
kepala Desa menyampatkan lembar konfirmasi
peneriffiE.€La penyaluran Daaa Desa ke RKD kepada
Bupati.

Kepala KPPN menyampaikan daftai rincian sp2D
penyaluran dan sp2D hasil pemotongan Dana Desa
kepada Bupati ke RKD meratui aplikasi online
Monitoring $istem perbendaharaan dan Anggaran
Negara (OM SPAN).

Tata cara penerbitan spp, spM, dan sp2D sebagaimana

1lf-*""1 pada ayat l1l, ayat (g) dan ayat (4)
ouarsanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
Pelun{6qg-Undangqn:

(8)

(1)

(2t

pemberdataen usaha mikro keeil d*o *"o"rguh, selrtor
usaha pertanian dan plqembangan potensi Oesa melalui
Badan trsaha Miii*;ft trt:,.,,

(3) Pengembangan'i.r.t";'tpioritas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bempa peagembaagan Desa Digital, Desa
wisata, usaha hudi daya pertanian, peternakan,
perikanan, ketahanan pangan, dan hewani dan perbaikan
fasilitas kesehatan.

(4) Jaring Pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berupa BLT desa menjadi prioritas utama dalam
penggunaaa Dana Desa.

(5) Prioritas penggwraan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (U termasuk kegiatan dalam rangka
menangulangi dampak panderni cot',.,a virus Disease
2019 {COYTD-1e).



i1)

(2)

(le)

Pasal 21

Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan
melaksanakan BLT Desa sebagaimarra dimaksud dalam
Pasal 14 berdasarkan ketompok pekerjaan ditetapkan
dengan peraturan kepala Desa.

BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada keluarga penenma manfaat yang paling sedikit
memenuhi kriteria sebagai berihrt:
a- keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di

Desa beisangkutan; dan
termasuk penerima bantuanb.

(PKH), Kartu Sembako,
Sosial Thnai dan program

Program Keluarga
Karru Pra Kerja,
sosial pemerintah

(3)

(41

(si

(6)

(71

(8)

(e)

(101

.dirnaksud pada ayat (1)
.BrQSffi,o. 0.(tiga ratus ribu rupiah)
sarnpi dengan bulan kedua belas
mt.

- 
't': '

Dalam h"l. ..Bt$.i,$esa bulan kedua sampai
bulan kedua belas 1ebih besar a"ri t"trrtuhan BLT Desa,
sebagaimana aim&iua:taa* pasar t6 ayat (1) huruf a,
pembayaran atas selisih Bif O**. bulan
berikutnya menggunakan Dana Desa selain dana Desa
untuk BLT Desa setiap bulan.
Dalam hal pembayaran BLT Desa buran kedua sampai
dengan kedua belas lebih keeil dari kebutuhan BLT Desa
dalam Pasal 16 ayat (u huruf a, selisih lebih Dana Desa
untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya Untuk
kegratan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa
menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak
terdapat kelual,:ga penenma manfaat BLT Desa.
Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan,
penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan
pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud



(20)

pada ayat {U dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggat dan
Transmigrasi mengenai prioritas pengurtaerr' Dana Desa.

Pasatr22

(U Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada
pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

(21 Pelaksanaan kegiatan yarrrg didanai dari Dana Desa
diutamakan secara swakelola dengan menggunakan
sumber daya/ bahan baku lokal dan diupayakan dengan
lebih banyak menyerap tenaga lrerja dari ma"syarakat
Desa setempat.

Pasel 2A

(1) Dana Desa dapat digunakaft untuk rnembiayai
kegiatan yang_ aid+ rermasuk dalam prioritas
pe D a DeSe. sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2O ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(21 Dalam memberikan persetujuafr sebagaimana dimaksud
pada,4y"1,'.ffi" Bu pengalokasiafl Dana
Desa untuk kegr,

dimaksuU'AeUm

ctimaksud pada- ayat (1)

Desa terrri p9laksqns ff Desa.

Pemerin.a.rri U*e+ kan pendampingan atas
penggunaan naaa O$ :, :,,:,::: 

:.'.:'

Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

BAB V
PETIIFORAIS DA![

Sagtar Kesatu
Pelaporaa

Pasal 25

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan
dan eapaian wd1rut Dana Desa setiap tahap penyaluran
kepada Bupati melalui Kepala DSPMD Kabupaten Barito
Selatan.

ffi,' prioritas sebagaimana
( 1-1, tejah :terpecuhi.

(1)

{2t

(3)



(2)

(21)

Laporan realisasi penyerapan dan capaiea out9ruf Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. laporan realisasi penyerapan dan caparan antput Dana
Desa tahun a.nggaran seklumnya;

b. laporan realisasi penyerapan dan capai an oueruf Dana
Desa Tahap I tahun al-lggaran berjalall;

c. laporan realisasi penyerapan darr capaian ougtutDana
Desa sampai dengaa Tahap II tahua €rnggararl
berjalan; dan

d. iaporan konvergensi pencegahan sttnrting tingkat Desa
tahun arlggar€ui sebelumnya.

Kepala DSPMD melalui Camat dapat mendorong proses
percepatan penyampaian laporan reatrisasi penyerap€Ln
Dana Desa. sebagaimana dimaksud pada ayat {Z) dengarr
berkoordjnasi dgngan Kepala Desa.

. l,ffi
Iapo'r*n.... sebaggimana dimaksud

laporacl' yang disampaikan oleh
melalui, Kepala DSPMD

Tahun
Sistem

'.:,,'..t i,l t::,::.: - r!ii:,..- ',r-. .:';.. :.,. , ' '- . . .

,,1'*,-, fagian lEed;g.;i
Pc@

' :'' it;"i':'1 ;' ; ;t ':''.L:::l:' ':;': 
:: :::''

,Pa 27

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana
Desa, rneliputi:

a. pertanggungiawaban dan pelaporan Dana Desa
terintegrasi dengan pertanggungiawaban ApB Desa,
sehingga bentuk pertanggungsawabannya adalah
pertanggungiatrraban AFts Desa;

b. surat pertanggungiawaban (SpJ) harus dilengkapi
derigan bukti bukti yang sah dan lengkap;

c. ruang lingkup Pertanggungiawaban penggunaan Dana
Desa meliputi:

1. Pertanggungiauraban dibuat sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan;

2. Pertartggungiawaban dibuat setiap tahapan
penyaluran dana desa Tahun Angaran 2021,

t3)

Selain
dalam
Kepala
adalah

L
D.



@t

meliputi tahap I (4O%), tahap II (4O%1, tahap III
(2Ao/ol;

3. Dokumen pertanggungfawaban ber-upa bukti,bukti
pengeluaran meiiputi:
a) Reneana Anggaran Biaya (RAB)
b) Kerangka Acuan Kerja (KAK}/spesifikasi

teknis (apabila diperlukanl / daftil kuantitas
dan harga (apabila diperlukan)

c) kuitansi, nota/faktur
d) daftar tanda terima
e) daftar tanda terima upah keda
f) harga perkiiaan sendiri (HpS)
g) surat perjaqiian, surat pesEuraa barang
h) Surat Periatah lf.;erja
i) foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan

pertahapan
.-.,' ,j,) ,-.qgq,.!$Aear Semh Terirna (BASTI, ."b ,'ptfi*yaril' 

":"f. dan atau: bukti,trukti pengeluaran lainnya; dan
+" Lapq 'rtske.$1g-,,,.kor . d"" surat penyataan

kep*Xa esa S,il.11a*.,,tehun anggarcul yang
di

terhadap kelengkapan
peltanggungiawaban

disampaikan oleh

BAB VI
PEITGAIFASAIT

ksal 28

(1) camat melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan
Keuangan Desa dan pendayagunaan aset dilakukan
dalam bentuk;
a- evaluasi rancangan peraturan Desa terkait dengan

APB Desa;

b. evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan aset Desa;
dan

d.

e.

f.

o



(23)

c. evaluasi dokumen laporan pertanggungiawaban ApB
Desa.

(21 Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan
terhadap kinerja Kepala Desa datram pengelolaan
Keuangan Desa, melalui;
a- perencana.an kegiatan dan anggaran pemerintahan

Desa;
b. pelaksanaan kegiatan;
c. laporan pelaksanaan ApB Desa; dan
d. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RI(p Desa, dan ApB

Desa

(1)

(2t

BAB Vtr
PEMAII"AUAfi DAIT TTIALTIASI

pasal 29
: :i ::::]:

Bupa* .rnel pemantauan d#etduasi atas:
a. ilsa Dq44 Desa Ai R{O-; Aanlatau
b. capaian.kC,lara.ran Dana Disa-'- , , 

'

Bupati ,me
[a119. [gg€1,. i

"dan' evaluasi atas sisa
.{imaksud pada ayat (1)

n kepacia Kepala Desa

IAffi
(4) Dalam hal terdapat indikasi penyararrgunaan Dana Desa,

Bupati dapat meminta Aparat pengawas Internal
Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan.

huryf a de
mengenai'$rm t

{3} Bupati ,evaluasi atas capaian
r,dimaksud pada ayat (1)

data dala :i
t,p-u-: C atas kewajaran
i Lalii;.-5r- i!^hd ^L^* J:-^I-^*kelu yang akan direkam

dan Angd w {O-nt,*p*m,

BAB VIU
SANKSI

ksal 30

(1) Menteri Keuangan c.q Direkflrr Jenderal perimbangan
Keuangan dapat melalcukan penghentian penyaluran
Dana Desa tahun anggaran berjalan da'.l atau tahun
anggaran berikutaya, dalam hal terdapat permasalahan
Desa, berupa:

a. Kepala Desa melakukan penyaiahgunaan Dana Desa
dan ditetapkan sebagai tersangka; atau

b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/
atau ketida$elasan status hukum.



(2)

(24\

Dalam hal setelah proses perkara hulmrn terhadap Kepala
Dcsa atas Benyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan
sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat
permohonan peaghentian penyaluraa Dana Desa kepada
Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal perirnbangan
I(euangan.

Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud

pada ayat (21; atau
b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait

atas permasalahan Desa sebagaimana rlimaksud pada
ayat (1) huruf b.

sebagaimana
setelah Dana

disalurkan,
berikutnya

Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3o ayat (g), tidah dapat disalurkan
kembaE ke RKD.

Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3o ayat (B) huruf a,
berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun
anggaran berikutnya setelah periode penghentian
penyaluran Dana Desa.

Feageeualian pengaturan sebagaima*ra dimaksud pada
ayat (21 dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q
Dir€lctur Jenderal p-erimbangan Keuangan meherima
surat permohonan peacabutan penghentian penyaluran
Daaa Desa dari Bupati paling lambat taagal go Juni
tahun anggaran berjalan.

(3)

(4)

(5)

(6)

(U

t2)

(sl



(25)

surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada- ayat (g)
diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum
tersangka, pemulihan status hukum , derrr/
atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap,

Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalanr p-asal so ayat {B) huruf b,
dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat
Jenderal Perimbaagan Keuangan menerima surat
rekomendasi peneabutan penghentian penyaluran Dana
Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat
tanggal 3O Juni tahun anggaran bedalan.
Dalam hat surat permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat {3) atau surat rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diterima setelqh tanggat Bo Juni
talrun anggaran hrjalan, Dana Desa disalurkan untuk
tahw gqran ber 'sepanjang Dana Desa untuk
Desa tersebrrt telah dialokasikan.

bd4g*q,,Keuarr€an berdasarkan
surat,
pada '

kemen

sebaggimana dimaksud
Sli '. , rekomendasi dari

a dimaksud pada ayat
(5) pgqcabu an penghentian
penyaluraB', kepada Direktur
Jeaderal tembusan Bupati atau

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa
udtuk BLT Desa setiap tahapan.

(3) Pengenaan sanksi kepada pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) dikecualikan dalam hal
berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/
musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga
penerima manfaat BL? Desa yang memenuhi kriteria
danl atau tidak tersedia cukup Ernggaran setiap
bulannya.

(4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam

(4)

(s)

(6)

(1)



(s)

(1)

(2t

Q6)

Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh pemerintah
Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
Bupati rnenandai Desa yang akan dikenakan sanksi
pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada
penyalura, Dana desa datam aplikasi ontine Manitoring
Sistem Perbendaharaart dan Anggaran Negara (OM
SPAN).

hsal 3A

Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT
Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran zo2t,
dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar soyo
(lima puluh persen) dari Dana Desa yaag akafl
disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2A22.
P'engenaan sanksi kepada pemerintah Desa sebagairnaRa
dimaksqd,,,r-pad&.,-,. a3r,at,.,.,,.{1} ., d,ikec-ualikan dalam hal
berdh hA$41":.'.'i': lrmusyavrarah Desa
khusus/musy,aEqrah,: insidentitr tidak,, terdapat calonkeluarga, manfaat BIi[ DiJ y""g*lemenuhi

t3) FIasiI usUsl,musyawarah in sidentii
Wat tz!,ditetapkan dalam

dikehhui oleh pemerintah

(4t

BAB TX
I(ErEil?tIAIT L/UII.LOIil

ksat 34

(1) Lampiran I Penetapan Rincian Dana Desa ke setiap Desa
yang ada di Kabupaten Barito Selatan.

(21 Lampiran II format-format dokumen persyaratan
administraoi pengajuan Dana Desa, meliputi:
a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Desa sebagaimana dimaksud i"u* pasal ls
ayat (1) humf b angka l;

b. format laporan konvergensi pencegahan sfimting
tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf
c angka 2;



{27}

c. laporan Realisasi penggunaan Dana Desa per tahap
dan Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa periode
sampai dengan Tahap periode berjalan;

d. cek sila*g verilikasi dokr.rmen prrsyarataa penyaruran
dana desa yang dikeluarkan oleh Kecamatan;e. surat pernyataan tanggungiawab belanja yang
ditasdatangani oteh Kepala Desa;

f. daftar reacana penggunaarr Dana Desa
Lampiran III prioritas penggunrlan Dar:a Desa ?ahLrn
2A2t "

Bahwa lampiran sebagainaana dimaksu d pada ayat {1},ayat {21'lan {S} ,,}erupakan baga* ya,,g tidak terpisahken
dari Peraturan Bupati ini.

BSB X
KETEITTUAIT PTITIITTIP

' p.galas"''' 't " "::'l

Peraturan Bupafi ini mulai *ir"]." pada tanggal diundangkan.
Agar setiap ora.trg mengetahui, memerintahkan
Peraturan Bupati ini dengan menemp atkannya
Daerah Kabupaten Barib Selatan.

{3}

{4t

pengundang{m
dalam Berita

$ Xx?;xrs::i ZOZI

sEl.ltTatr,

Diur:dangkan di Buntok
Jl 3ei*na.::L 2021

6fE/,uL--
cI d

w
BERI?A DAERAH I(AEUPATEI{ BARTTO SEI,ATAN TN,HUI{ 2A2l NOMOR 5
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C. I.APORAN KOM/ERGENSI STU]\MITG TINGKAT DESA

LAPORAN KO}NIERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKffT DESA
TERHADAP SASARAN 1.OOO HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN :

DESA :

KECAMATAN :

TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.OOO HpK (IBU HAMIL DAI{ ANAK fi-23 BULAN}

SASARAN
JUMI.AH TOTAL
RUMAH TANGGA.

1.OOO HPK

IBU HAMIL ANAK O-23 BUI.AN

TOTAL KEK/RESTI TOTAL

Gta
KURANG/

GIZI
BURUKI S
TyftrrTfMr}

JUMI,AH

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR P-ERTIi$EUH4I{ {DE'TEKST DrFrr S?Trlrrnic}
, ' 

t -:..i,'..,' ,t'- 
",' r'lr'.' .,, , 

',

SASARAN
JUMI,AH TOTAI
ANAK USIA O-23

BUI,AN

MERAH {TERTNDIKASI
sflrirrhrc)

JUMIAH
:i

TABEL 3. STUNTII$G

SASARAN JUMLAH %

IBU HAMIL

1

2

3 IBU BERSALIN ME}flD--

PEMERIKSAAN MFAS 3 KALI
4 MENGIKUTT KOirSEilrG GIZrIKELAS

IBU MIMMAL 4 KLLI
5 IBU HAMIL {KEKIRESTI} MENDAPAT

KUNJUNGAN RUMAH BULANAN
6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI

A,KSES A,IR MINUM
7 RUMAH TANGGA IBU }IAMIL MEMILIKI

JAMBAN I-{YAK
8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN

ANAK USIA
a-23

BULAN (O-2

1 ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT
IMUNISASI DASAR LENGKAP

2 DIfiMBANG BERAT BADAN RUTIN
SEfiAP BUI,AN

3 DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2
KALI DALAM SEfAHUN

4 ORANG TUA/ PENGASUH MENGIKUfl
KON SELING GIZI BUI,ANA,N

t J{t{'t-
LAKI

rI!T<TLlvI

PUAN

5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI
RIIPI TT{ IT{ITPAN(} /.qTYNIT'MIG



TAHUN} 6 RUMAH TENGGA ANAK O-2 TAHUN
MEMILII{I AKSES AIR MINUM AMAN

7 RUMAH TANGGA ANAK O-' fAHUN
MEMIIJKI .IAMRAN I.AYAI{

I ANAK USIA O-2 TAHUN JAMINAN
KESE}IATAN

9 ANAK USIA O.2 TAHUN AKTA I"AHIR
10 ORANG TUAI PENGASUH MEI{GIKUIT

P/qREJYfnrG BULANAN (pAUDl
ANAK >2-6

TALIIIN
1 AI\IAK >2-6 TAHUN AIffF DAIAM

KNGIATtrN PAUD MI}ilMAI, ROE/.

ranPl, s. PcNocur-rAA$r,gryy#

NO BIDANG/KEGIATAN

% {PERSEN}
L BIDANG PEMBANGUNAN

DESA
ii::::r::r,]:a.Li,.i:ii::
',. :;..ii+ljia,,.'

. i:...r: :

2 BIDANG
PEMBERDAYAAN
MASYARAI{A1T

NAMA DESA,
KEPAI,A DESA
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F. CEK SII,ANG VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN PEI{YALURAN DANA DESA

CEK SILANG VERIFIKASI

DOKUMEN PERSYARATAN PEI.IYALURAN DD

KABUPATEN
KECAMATAN
DESA

: BARITO SEI.,ATAN

:

Cek Silang Pemeriksaan Kelengkapap Dolmmen Persyaratan Penyaluran DD :

perbaikan/dilengkaPi

LfL :

Berdasarkan hasil c*t sr ,$an , 
verrfihsi terhadap kelengkapan dokumen

kaa"p"taa"to*.ndasikansebagaiberikrrt:persyaratan PenYaluran DD tr #: i:r': I ":::'r'r:'r' ' untuk mengajukann LENGKAP atau nrEtfis $t T. :rb-l

I I 
permohonan Penyaluran DD

l-J rIDAK LENGKAP atau T,Ib " . I SYARAT dan Dokumen perlu

Rekomendasi ini dibuat :

PadaTanggal :

Dibuat oleh Tim Fasilitasi Kecamatan



G. SJRATFERTWATAAI{TATGGIJIGIA\IIAB

FORT\dAtrS..IRATTERS{YATAAI{

KOFmn/frRIN[AHmA

S.JRAffFERTWATAAI\Iffi

Yangb€rtffida tangandi bawahini :

Kep*la DGs8...........i.i..t...r.t

JI...'........... trfo............ XIT/ RW..'...... Ilesa

illama :

Jabataa ;

Alamat :

Dengm ini merya UAh .;"i..;--;':.ifrKecmratryr

Mer:eafukr ddgmm ryry pqa?i€El xD 
Ehry 

.... (densan harufl sebesar &.
!:::::!!!!!:::r?:?! (derugan' furuif),r,,&p tE Eebqt wu& q-umblEai kqtatm ]raI tglt"lar€

dalam AngaruI ren&pawr dq* iq. .SfE- )'fahle anegarrr Wll dilr

:a:sberlakt

.2Ar

'.' ',-.:trfiP-{44ryry
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IAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BARITO SEI"ATAN
NOMOR E TAHUN 2A21
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2021

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

ekonomi nasional

usaha milik

usaha milik

u
..

neilii Ee,sa,. an/atau badan usaha

sl*ha
'al

-a ..,,.:

usa e'

milik Desa dan/atau badan

milik Desa dan/atau badan
kepada pembentukan

Desa dan/atau produk

dan distribusi produk perikanan;

1Ol pengolahan sampah.
e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan,

pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau
badan usaha milik Desa bersama yaag sesuai dengan kewenangan
Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Penyediaan listrik Desa:
a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
c. pembangkit listrik tenaga matahari;
d. pembangkit listrik tenaga angrn;
e. instalasi biogas;
f. jaringan distribusi tenaga listrik bukan dari perusahaan Listrik

Negara); dan
g' kegiatan lainnya untuk merrujudkan penyediaan listrik Desa yang

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
Musyawarah Desa.

tl
8)

e)



3. P-engembangan usaha ekonomi produktif:
a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian,

perkebuaan, peternaka:r dan/atau perikanan yang difekuskan pada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau
perdesaan;

b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil danlatau industri
rumahan yang difokuskan kepada pembentuican dan
pengembangan produk ungulan Desa dart/atau perdesaan;

c- penyedlaan dan pengelolaan saranalprasalrana pemasaran produk
unggulan Desa danlatau perdesaan;

d. pendayagunaan perhutanan sosial;
e. pendayagunaar teknologi tepat guna yang rarnah lingkungan;
f. investasl usaha ekonomi produktif yang ramatr lingkungan; dan
g. kegiatan lainnya untuk mettrujudkan pengembangan usaha

ekonomi produldif ramah lingkungan yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyaurarah Desa.

B. Program Prioritas Nasional Sesuai Keruenangan Desa
Prioritas P gg31;ain'D'&a'Desai:un puogr** prioritas nasional

sesuai kewenangan Desa meliputfu':., ., ,--,.' ,,,, ' ,

l.Pendataan Desa:_ _ _": r.:,.i: : i.::l

pendataan pten$''fu #iabaAsunan Desa;
pendataaq pada

kegiatan pqndaHan E'y.ang sesuai dengan kewenangan
Desa dan'di Desa.

a.
b.
e.

d.
e.

a.
b.

,penyusunan pete @dava pembangunan Desa;

dan
c. kegiatan

lainnya yang sesuai
daya pembangunan Desa

dan diputuskan dalamDesa
Musyawarah Desa. " . r -r :'

3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi:
a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem

administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang
disediakan Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi;

b. pengembarlgarl, pengelolaaa dan pengintegrasian sistem infermasi
Desa yang berbasis aplikasi dlStal yang disediakan Kementenart
De$a, Pembangunan Daerah Terlinggal, dan Transmigrasi;

c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis
aplikasi digtal;

d. pengadaan sarana/prasarana teknologi inforrnasi dan komunikasi
berbasis apiikasi digta1 meliputi:
L)tower untuk jaringan internet;
2)pengadaan komputer;
3l Smartp?wna, darr
4)langganan internet.



e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi
informasi dan komunikasi tainnya yang sesuai dengan kewenalgan
Desa yang diputuslmn dalam Musyawarah Desa.

4. Pengembangan Desa wisata:
a. pengadaan, pembangunan, pernanfaatan dan pemeliharaan sar;ana

dan prasarana Desa wisata;
b' promosi Desa wisata diutamaka:l melalui gelar budaya dan berbasis

drgrtal;
c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
d. pengelolaan Desa wisata;
e' kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa rarisata; danf. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan

kewsnangan Desa yaeg diputuskan dalam Musyawarah Desa,
5. Penguatan ketahanan pangan:

a- pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan,
peteraakan dffi/ata.u perikanan untuk ketahanan pangan;

b' Pemban l@,De.$a;,,,,,..,r.-.
c. pengolah#p*&p eA; -d . ",. ':.,. .r.,.-r.,:l
d- kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan

kewenanganDesaad+Aipl+qit afarnMrrsy**"r"hDesa.

4l perlindungan sosial uqtuk peningkatan askes ibu hamil dan
menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan
administrasi kependudukan;

5) pendidikan tentang pengasuhan anak rnelalui pendidilran Anak
Usia Dini (PAUD);

6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan
anak; dan

7l pendayagunaan lahan pekarangan keluarya dan tanah kas Desa
untuk pembangunan Kandang, Koram dan Kebun (3K) dalam
rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu
hamil, balita dan anaksekolah.

Pengembangan Desa inklusif:
a. kegiatan pelayanan dasar unfuk kelompok marginal dan rentan

yaitu: perempuan, afl.ak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat
terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok
masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;

b. penyelenggaraan forum warga untuk pen]msunan usulan kelompok
marginal dan rentan;

6. Pencegahan stuntfury di Desa:
a. pengelolaan, i' e an sfurtting di Desa

*"fr merr@ tatt iie<it oaic-Human Deuelopment
Worlcer(e-HDW); .,"' -',=

b. gelberian inb#rif ,.ffi,p Manusia (KpM),

c. tindakan,promO
ipncegah xt stunting melaiui.., 

,,

rumah Desa,seliii;,,,,r,'-.*J:.;#
d. 

Tr.*Prikan taS.anan p"rriosk"t"r, Iayanan kesehatan, peningkatan
gizr dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
1) kesehatan lb$i 

l2l konselinggizi; .r'..=l':i' ;ir :

7.



c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk

membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
e- kegiatan Lainrrya uattlk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan datasr Musyawarah
Desa.

C. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru

Desa meliputi:
1. Desa Aman COVID-l9:

a. agenda aksi Desa Aman COVID-f 9 di antaranya:
1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan banr:

a) seluruh warEa Desa memakai masker ketika ke luar
rumah;

b) terdapat tempat euci tangan pakai sabun dan air mengalir
yang siap pakai di setiap tempat usrurrl, antara lain di
dep, .,w. ,. tokc, dan los di tempat ibadah,
tempat pelayanan umum seperti balai Desa, pos kesehatan
Desa, daq tain-lain; dan

c) serrantiasa,. ,j*r*, Ailam -setiap aktivitas di ruang
umum d ffi

merawat, s$l}&tfiaa;2l

3)

siap digunakan ke ;DCsa agar sewaktu-waktu

b.

d) merekaryd4$kffi w D, rantau atau \Marga
Desa Van6,,: sehat-, tina rnandiri.

Transformasi r.I"* : Covrn-I9 menjadi relauran Desa
Aman COVID- I 9 denifarlr stn+lfu seUagai berik,t:

mempe guna:
a| mendata;1fu Sang masuk Desa;

1) ketua: kepala Desa ,, ,, , '

2l waldl: ketua badan permusyawaratan Desa
3) anggota:

a) perangkat Desa;
b) anggota Badan permus5rawaratan Desa {BpD}c) kepala dusun atar yang setara;
d) ketua rukun warga;
e) ketua rukun tetangga;
0 pendamping tokal Desa;
g) pendamping Pro,grarn Keluarga Harapan (pKH);
h) pendamping Desa sehat;
0 pendamping lainya yang berdomisifi di Desa;
j) bidan Desa;
k) tokoh agamral'

U tokoh adat;
m) tokoh masyarakat;
n) karang taruna;
o) Pernberda5ra"am (esajahteraagr tr(eluarga {pI{I(); dm
1:) I(ad.er Peml>erda5raa.rr l\rtras5zanakat. Desa {f<Pl\zfD)-

:j-:: l:.i]:r: ', 4.'':':ti:,1'?-:. ;ri----eb) mendata, dan glgme,r!$sq..kondisi kesehatan warga yang
keluar' k,.m* . .,. "..tr: 

: :,.r,..:'.r,::

c) mend.ata oan 4try ,worg* yang bam datang dari



A.

4i mitra:
a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat

(Babinkamtibmas);
b) bintara pembina Desa (Babinsa); dan
e) pendamping Desa.

5) Ttrgas relawan Desa aman COMD-l9:
a) melakukan sosialisasi teatang adaptasi kebiasaan bar-u di

Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan
yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;

b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita,
serta orang yang memiliki penyakit rnenahun, penyakit
tetap, dan penyakit kronis lainaya, serta mendata keluarga
yang berhak rnendapat manfaat atas berbagai kebiliakan
terkait jarins pengamanan sosial dari pemerintah hrsat
maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum
menerima; dan

c) me&1q+t<?l-r. fl9){r.yjm,protan disinfektan jika diperlukan,
*ehy '- p# '-c-uci t4rlgen dan/atau cairan
pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.

, :, l :, 
,,, '-., '",-:ii ''-,' 1,11r""''..,: I : 

,',

PENETAPAN PRtrORITAS PENGGUN NEN* DESA

B. Swakelola:
1- Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus

dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan peraturan
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 17 Tahun 2o1g tentang pedoman umu.rn pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa;

2. Desa dalam melaksanakan swakerora penggunaan Dana Desa dapat
melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan Bupati
Barito Selatan Nomor 21 T'ahun zol5 tentang pedoman Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa , sebagaimana telah diubah d.engan
Peraturan Bupati Barito selatan Nsmor 1g Tahun 2o1g tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2l Tahun
2015 tentang Pedornan Tata cara pengadaan Barang/Jasa di Desa;
dan

3. Kegiatan peagembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi
banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas
badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan
secara surakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan
dil,arang dikerjakan oleh pihak ketiga.



e. Padat Karya Tunai Desa:
1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan

pola Padat Karya 
"unai 

Desa (PKTD);
2. pekerja diprioritaskan bag penganggur, setengah

penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKAI, anggota keluarga
miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;

3. besaran aaggaran upah keqa paling sedikit soo/o 0ima puluh
persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan
poia PKTD;

4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Fadat Karya Tunai Desa TPKTD) dikelola

dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga parra pekerja
dari covlD-lg, meliputi: menggunakan rnasker, menerapkan jarak
aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua)
meter, dan trarga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di Padat
I{arya Tunai Desa (PKTD; dan

5. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa. (P.KTD) meliputi antara lain:
a. pertamaa Ca* perxebU ka pangan:

1) pemanfaatan lahan kosong-m4i,k,Desa untuk tanaman pangan
dan perkebunan;

2l pemanfaatei*.,i1ahan
sa5ruran dan lain-

3) penan p-okok di lahan-lahan
perkebunan.

b. restoran dan qdsata

c.

1) kebersih*n'j dikelola badan usaha milik

1) pemeliharaan U*rr ar;
2l badan usah.a miuk Desa dan/atau badan usaha milik Desa

bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli
komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;

3I badan usatra miuk Desa dan/atau badan usaha milik Desa
bersarna memberikan talangan kepada petani dan pengusaha
kecil untuk melakukan produksi; dan

4l tambahan penyefiaan modal badan usaha milik Desa
danlatau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi
yang menguntungkan di Desa.

perikanan:

U penusangan atau perawatan karalrtba bersama;
2l bagr hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha

milik Desa danlatau badan usaha milik Desa bersama; dan
3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TFD dan tempat

penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa
danlatau badan usaha milik Desa bersama.

peternakan:

U membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa
dan/atala badan usaha milik Desa bersama;

d.

e.



2l penffiemukan teraak bersama dengan sistem. bagi hasil yartg
dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik
Desa krsaraa; dan

3) kerja sama badan :.lsaha milik Desa dan/atau badaa usaha
milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan
kotoran temak untuk pupuk organik.

industri peagolahan dan prgudangan untuk pa$.garr:
U perawatan gudang rnilik badan usaha milik Desa dan/atau

badan usaha rnilik Desa bersama;
2l perawatan alat pen#linsan padi noilik badan usaha milik

Desa danlatau badan usaha milik Desa bersama; dan
3] penyewaan gudang secara mura"b yaw sebagian dibayar

melalui dana Desa.


